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g. Permintaan pendayagunaan sistem informasi, keamanan informasi
dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi oleh pihak
internal diajukan oleh:
1) sekretaris unit eselon 1 pusat, untuk permintaan dari unit

eselon 1 pusat;
2) kepala bagian tata usaha, untuk permintaan dari kantor

wilayah kementerian agama provinsi; dan
3) kepala subbagian tata usaha, untuk permintaan dari kantor

kementerian agama kabupaten/kota.

3. Ketentuan Lain

a. Seluruh pengelolaan data dan teknologi informasi pada kementerian
agama di unit eselon 1 pusat, kantor wilayah kementerian agama
provinsi, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota yang sudah
berjalan saat ditetapkannya Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku
dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat
Edaran ini.

b. Untuk keperluan penyajian data dan bahan diseminasi termasuk
penyajian statistik, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian
Agama agar mengembangkan portal satu data sebagai sumber data
resmi Kementerian Agama.

c. Portal satu data sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dapat
menyajikan data, bahan diseminasi, dan statistik yang hanya dapat
diakses secara terbatas, dan yang diberikan otorisasi untuk dapat
bebas diakses oleh publik.

d. Data, bahan diseminasi, dan statistik pada portal satu data
sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dapat disajikan dalam
bentuk dasbor yaitu informasi visual data, bahan diseminasi, dan
statistik dalam bentuk ringkas dan mudah dipahami.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL
        KEMENTERIAN AGAMA, 

KAMARUDDIN AMIN  
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